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ABSTRAK 

Pendekatan kewirausahaan menjadi dasar dalam konsep 
perubahan sosial yang dikenal sebagai kewirausahaan 
sosial. Konsep ini berkembang pesat sebagai respons 
terhadap permasalahan sosial seperti peningkatan 
kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan 
pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan 
menjelaskan peran kewirausahaan sosial dalam 
membangun ekonomi masyarakat serta implikasinya 
terhadap pengurangan kemiskinan melalui studi kasus 
pada dua perusahaan sosial, yaitu Bina Swadaya dan Mitra 
Bali. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif analitis, penelitian ini menelaah aktivitas kedua 
lembaga dalam memberdayakan masyarakat melalui 
ekonomi kreatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial berperan 
penting dalam menciptakan nilai sosial melalui inovasi, 
pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi. Bina Swadaya 
menekankan peningkatan kapasitas masyarakat, sedangkan 
Mitra Bali berfokus pada pemberdayaan pengrajin lokal 
melalui fair trade. Keduanya terbukti berkontribusi nyata 
terhadap pengurangan kemiskinan dan kemandirian 
ekonomi masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

Ada banyak program dan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, dan masalah 
ini terbukti dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan dalam 
pembangunan ekonomi. Merujuk pada badan pusat, terutama yang berkaitan 
dengan negara berkembang seperti statistik tentang tingkat kemiskinan di 
Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai tren penurunan dari tahun 1999 hingga 
ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka pada tahun 2010, 
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meskipun melambat karena ketidakberdayaan desa baik di kota maupun di 
kebutuhan pokok (Gambar 1).  

Penurunan ini disebabkan oleh kemampuan untuk mendapatkan atau 
menguasai sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi 
setelah krisis. Pembangunan ekonomi 1997 tidak merata. Namun, kemiskinan di 
Indonesia telah menurun apakah kemiskinan ekonomi menjadi salah satu 
penyebabnya. Oleh karena itu, definisi dan ukuran kemiskinan sangat penting 
dalam berbagai agenda karena pemerataan pembangunan multidimensi dan sifat 
kemiskinan (Bourguignon dan Chakravarty, 2003; kebijakan pemerintah, 
Handayani, 2012).  
Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (juta orang) 

 
Gambar 2. Rasio Gini Indonesia 

 
 
 
 

 
 
 
 

Selain itu, kemiskinan tidak terlepas dari masalah ekonomi lain, seperti 
ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan 
sangat terkait satu sama lain (Barro, 1999; Suryadarma et al., 2005). Gambar 2 
menunjukkan tren rasio gini yang meningkat dari 0,308 pada tahun 1999 menjadi 
0,413 pada tahun 2013, menunjukkan tren yang semakin melebar dalam 
ketimpangan pendapatan di Indonesia. Peningkatan ini berkorelasi dengan 
penurunan kemiskinan yang lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 
ekonomi tidak bersamaan dengan distribusi pendapatan yang merata. Dengan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang tidak mendukung penurunan angka 
kemiskinan, disparitas pendapatan dan konsumsi semakin meningkat antara 
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kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan adalah 
komponen penting lainnya yang juga harus mendapat perhatian lebih besar dalam 
upaya pengentasan kemiskinan.  

Untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pemerintah 
dapat menerapkan strategi kebijakan yang membantu orang miskin. Bank Dunia 
berpendapat bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan publik yang efektif 
dengan bekerja sama dengan sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil jika 
mereka ingin mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan (World Bank, 2014). 
Agar pembangunan ekonomi berjalan secara inklusif dan menghasilkan sinergi, 
strategi kemitraan sangat penting. Selain itu, menawarkan lapangan kerja adalah 
strategi penting lainnya untuk membantu orang miskin meningkatkan ekonominya.  

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah masalah sosial yang harus 
diselesaikan, dan semua organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil 
bertanggung jawab untuk melakukannya. Berbagai program dan kebijakan 
pembangunan telah dibuat oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi, tetapi ini tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah sosial secara 
menyeluruh. Karena kemampuan mereka untuk mengendalikan dan mendapatkan 
akses ke sumber daya, pemerintah pada dasarnya memiliki kemampuan untuk 
melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalah sosial, menurut Yunus (2007). 
Meskipun demikian, itu tidak benar karena ada beberapa alasan dasar. Pertama, 
pemerintah dapat bertindak lamban, tidak efisien, birokratis, dan rentan terhadap 
korupsi. Kedua, meskipun pemerintah seringkali memiliki kemampuan yang baik 
untuk membuat kebijakan, mereka gagal melaksanakannya. Selain itu, pemerintah 
tidak berani menghentikan program pengentasan kemiskinan karena tidak lagi 
diperlukan atau justru menimbulkan beban keuangan bagi pemerintah. Ketiga, 
lingkungan pemerintah tidak dipengaruhi oleh politik. Kebijakan pemerintah sering 
dipengaruhi oleh politik. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tujuan yang 
ingin dicapai karena biasanya kelompok partai pemerintah cenderung 
mengutamakan kepentingan mereka sendiri.  

Tidak hanya pemerintah, tetapi juga mitra pemerintah, sektor swasta, dan 
organisasi masyarakat sipil, mengalami "kegagalan" dalam menangani masalah 
sosial. Yunus (2007) juga mengatakan bahwa program corporate social responsibility 
(CSR) sektor swasta memiliki kelemahan. Corporate Social Responsibility (CSR) 
adalah gagasan tentang tanggung jawab bisnis secara sosial yang dilakukan dengan 
tujuan yang baik, tetapi kadang-kadang disalahgunakan, yaitu mencari keuntungan 
pribadi untuk perusahaan. Di sini terlihat bahwa perusahaan melakukan hal yang 
baik kepada masyarakat meskipun kontribusi yang diberikan hanya sedikit. Ini 
karena tujuan perusahaan lainnya adalah untuk memperoleh citra positif melalui 
kegiatan yang dipublikasikan, yang dikenal sebagai perabotan jendela. Sementara 
itu, organisasi masyarakat sipil, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), tidak 
dapat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah sosial karena mereka bergantung 
pada dana. NGO sangat mengharapkan bantuan dari donor. Artinya, ketika 
lembaga non-pemerintah (NGO) tidak memiliki donor lagi, keberlanjutan 
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penyelesaian masalah sosial akan terganggu. Kewirausahaan sosial adalah cara baru 
untuk menyelesaikan masalah karena kelemahan organisasi masyarakat sipil, 
pemerintah, dan sektor swasta saat ini, serta dinamika masalah sosial yang semakin 
kompleks.  

Metode kewirausahaan dalam penyelesaian masalah sosial merupakan 
kemajuan besar. Berbagai praktik kewirausahaan sosial, seperti pembiayaan mikro 
Muhammad Yunus di Grameen Bank, jasa keuangan Aavishkaar di Singapura, 
Fabio Rosa yang membangun jaringan listrik di Brazil, Paul Cohen yang 
membangun ekonomi masyarakat desa di Afrika Selatan, dan Madison Ayer yang 
membangun unit dana pertanian di Kenya, "Farm Shop". Perrini dan Vurro (2006) 
adalah salah satu dari banyak studi kewirausahaan sosial yang telah dilakukan 
untuk mempelajari praktik kewirausahaan sosial. Perrini dan Vurro melakukan 
studi tentang teori dan praktik kewirausahaan sosial terhadap 35 ventura 
kewirausahaan sosial (SEVs). SEVs dievaluasi dalam empat bidang: nilai-nilai 
organisasi, visi, dan misi, peluang kewirausahaan dan inovasi, model 
kewirausahaan, dan luaran sosial dan efeknya terhadap kesejahteraan sosial. Selain 
itu, Bornstein (2006) menyelidiki wirausaha sosial di beberapa negara yang 
berpartisipasi dalam Ashoka Fellowship. 

Wirausaha sosial di Indonesia berkembang dengan cepat karena keyakinan 
bahwa mereka dapat mengatasi masalah sosial (Utomo, 2014). Didirikan pada tahun 
2009, Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) adalah buktinya. Di 
Indonesia, beberapa studi tentang kewirausahaan sosial telah dilakukan, seperti 
Haryadi dan Waluyo (2006), Rahmawati et al. (2011), Palesangi (2012), Situmorang 
dan Marzanti (2012), Pratiwi dan Siswoyo (2014), dan Utomo (2014). Namun, 
penelitian ini tidak berkonsentrasi pada masalah kemiskinan dan pembangunan 
ekonomi, atau praktik kewirausahaan dalam bentuk social business. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana konsep social 
business berfungsi sebagai pendekatan kewirausahaan dalam menyelesaikan 
masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. 

 
 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai model kewirausahaan sosial 
sebagai penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih 
karena mampu menggambarkan secara komprehensif fenomena sosial yang 
kompleks, khususnya dalam konteks praktik kewirausahaan sosial yang berorientasi 
pada kesejahteraan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, 
observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pelaku kewirausahaan sosial, 
pengelola lembaga sosial bisnis, serta masyarakat penerima manfaat. Teknik 
purposive sampling digunakan untuk menentukan informan yang relevan dengan 
tujuan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model 
analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, 
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penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian 
diharapkan dapat mengungkap pola, strategi, dan dampak model kewirausahaan 
sosial terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat dan keberlanjutan 
pembangunan. 
 
HASIL DAN DISKUSI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Neuman, 2007; Creswell, 
2009). Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menyelidiki dan 
memahami masalah atau fenomena sosial. Metode penelitian ini menggunakan 
literatur dan data yang diperoleh dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan teori 
dan lembaga kewirausahaan sosial, seperti Ashoka Foundation dan Schwab 
Foundation. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab atas penciptaan buku dan 
jurnal yang berkaitan dengan subjek tersebut. Selain itu, wawancara mendalam 
dengan pelaku wirausaha sosial juga dilakukan untuk mendapatkan informasi.  

Dalam penelitian ini, praktik kewirausahaan sosial berpusat pada 
pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan. Praktik 
kewirausahaan sosial yang dijadikan studi kasus ini berbentuk social business, yang 
menggunakan pendekatan konsep kewirausahaan untuk membangun ekonomi 
masyarakat miskin.  

Sebanyak 27 orang adalah wirausaha sosial yang bekerja di bidang 
pembangunan ekonomi, menurut data dari Ashoka dan Schwab Foundation (Tabel 
2). Kedua organisasi ini menetapkan standar untuk wirausaha sosial. Standar ini 
termasuk ide-ide inovatif tentang transformasi dan perubahan sosial, kualitas 
kewirausahaan, dampak sosial dari gagasan tersebut, dan keberlanjutan praktik 
kewirausahaan sosial. Setelah itu, 27 wirausaha sosial ini dipilih untuk membentuk 
bisnis sosial. Menurut Yunus (2007), sosial bisnis berarti suatu cara baru dengan 
pendekatan bisnis inovatif untuk menyelesaikan masalah sosial.Salah satu ciri bisnis 
sosial adalah (1) menjual produk dengan tujuan untuk pembiayaan secara mandiri 
untuk keberlanjutan (self-sustaining), (2) pemilik perusahaan dapat memperoleh 
kembali dana yang telah diinvestasikan selama periode tertentu, tetapi tidak dalam 
bentuk dividen, dan (3) keuntungan yang diperoleh tetap dipertahankan untuk 
perusahaan dan digunakan untuk keberlanjutan atau ekspansi bisnis. Berdasarkan 
karakteristik sosial bisnis, bisnis ini dapat dianggap sebagai bisnis yang dapat 
diperluas.  

Untuk membangun model bisnis berdasarkan misi utama—menyelesaikan 
kemiskinan—kedua komponen ini sangat penting dari perspektif strategis. 
Keterampilan kewirausahaan, peluang usaha, orientasi pemasaran, dan jaringan 
adalah beberapa indikator yang digunakan dalam model bisnis. Hasil dari model 
bisnis yang dibangun adalah peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan 
pendapatan masyarakat, kohesi sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 
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KESIMPULAN 
Kewirausahaan sosial adalah salah satu bentuk terobosan penting dalam 

mengurangi kemiskinan. Manifestasi bisnis sosial semakin menegaskan bahwa 
kewirausahaan sosial berfungsi sebagai pengungkit ekonomi bagi masyarakat untuk 
memperbaiki perekonomian dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, 
kewirausahaan sosial mendorong pembangunan ekonomi, tetapi hanya dalam 
jangka pendek, sehingga agenda pengentasan kemiskinan dapat terwujud dalam 
jangka panjang. Di sini, ide kreatif dan keberanian mengambil risiko apa yang 
dilakukan karena menggabungkan gagasan bisnis dan sosial dan memanfaatkan 
peluang kewirausahaan memberikan harapan pada upaya untuk menyelesaikan 
masalah sosial. 

Sebagai pelaku kewirausahaan sosial, Bina Swadaya dan Mitra Bali membantu 
meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Ada bukti bahwa 
program yang berbasis kewirausahaan berkontribusi pada kemandirian ekonomi 
masyarakat. Dalam konsep kewirausahaan sosial, keberdayaan masyarakat menjadi 
nilai penting; tujuan utamanya adalah menciptakan nilai sosial melalui aktivitas 
inovatif.  

Dengan munculnya kewirausahaan sosial sebagai tanggapan atas kegagalan 
pemerintah, peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan diharapkan menjadi 
lebih nyata. Pelaku kewirausahaan sosial dapat menjadi mitra pemerintah dalam 
pembangunan ekonomi di masa yang akan datang, memungkinkan percepatan 
pengentasan kemiskinan. Model kewirausahaan sosial akan banyak muncul dan 
berkembang karena telah terbukti bahwa mereka dapat mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama dan insentif 
pemerintah dapat diarahkan pada praktik kewirausahaan sosial.  
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